BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR é TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI BENGKAL MENJADI
DESA KEMANTAN KECAMATAN TEBO ILIR
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama
Dusun di Wilayah Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo, perlu melakukan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Sungai
Bengkal Menjadi Desa Kemantan Kecamatan Tebo llir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 11 tahun 2022 Tentang
Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Sungai
Bengkal Menjadi Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung



Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ( 5495); sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun

2022 tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah
Kelurahan Sungai Bengkal Menjadi Desa Kemantan
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022, Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN
WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BENGKAL MENJADI
DESA KEMANTAN KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN
TEBO.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan status
sebagian Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal menjadi Desa
Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 11) diubah
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Desa Kemantan mempunyai wilayah seluas 1.287,54 (
seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh
empat) Hektar.

(2) Desa Kemantan berasal dari sebagian wilayah kelurahan
Sungai Bengkal yang cakupan wilayahnya terdiri atas:

a. Dusun Sungai Mengilang;
b. Dusun Mekar Sari;

c. Dusun Gumuk Agung; dan
d. Dusun Sungai Temontan.

(3) Dengan terbentuknya Desa Kemantan,luas dan cakupan
wilayah Kelurahan Sungai Bengkal dikurangi dengan
luas dan cakupan wilayah Desa Kemantan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF HIERARKHI

KEPALA DINAS PMD Ditetapkan di Muara Tebo
pada ggal 3%-//- 2025

SEXRETARD PDD

KEPALA BIDANG BUP TEBO 2 ‘5
| , A/
v

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2-10- 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

ani

SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR. &
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO : (8:57/%%)



